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Abstrak
 

Penelitian ini membahas tentang kemerdekaan pers pasca reformasi bebas dan bertanggung jawab dengan

menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan perbadingan

hukum. Bebas dimaksud yaitu pers bebas melakukan aktifitas jurnalistiknya sesuai dengan kaidah UU Pers,

UU Penyiaran dan kode etik jurnalistik. Tanggung jawab yaitu kewenangan pemerintah mengawasi

kemerdekaan pers salah satunya hak atas privasi. Lahirnya UU ITE salah satu kebijakan untuk melindungi

hak atas privasi. Namun kehadirannya justru menghambat kebebasan pers dalam menyampaikan informasi

khususnya terhadap aktifitas pejabat publik dan informasi publik yang menyimpang dan melanggar hukum.

Dalam pasal 26 ayat (3) penghapusan informasi tidak relevan di pengadilan, pasal 27 ayat (3) sanksi pidana

terhadap setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses

informasi memuat tentang pencemaran nama baik, dan pasal 40 ayat (2b) kewenangan pemerintah dan

penyelenggara sistem elektronik melakukan pencabutan akses informasi dan/atau dokumen elektronik

memuat unsur melanggar hukum. Ketiga pasal tersebut memuat tentang pencemaran nama baik. Akibatnya

pers yang mempunyai kewenangan menyiarkan informasi yang berkaitan dengan pencemaran nama baik

dengan mengacu pada pasal 5 ayat (3) dan pasal 2 dan 9 kode etik jurnalistik akan sangat rentan terkena UU

ITE. Walau demikian pers juga harus mempunyai batasan yang tidak diskriminatif dalam menyampaikan

informasi pribadi agar informasi tersebut tidak disampaikan secara sensasional dan hanya mengharapkan

keuntungan. Olehnya itu penulis memberikan saran memperjelas kedudukan UU Pers sebagai lex spesialis

dan memperkuat kewenangan Dewan Pers melakukan pencabutan informasi melanggar hak atas privasi

yang bersifat sensasional dan hanya mencari keuntungan.

......This research discusses the freedom of the press after free and responsible reform using normative

analysis methods with both a statutory and comparative legal approach. Free means that the press is free to

carry out its journalistic activities in accordance with the rules of the Press Law, the Broadcasting Law and

the journalistic code of ethics. Responsibility, namely the government's authority to oversee press freedom,

one of which is the right to privacy. The enactment of the ITE Law is a policy to protect the right to privacy.

However, its presence actually hinders press freedom in conveying information, especially on the activities

of public officials and public information that deviate and violate the law. In article 26 paragraph (3) the

elimination of irrelevant information in court, article 27 paragraph (3) criminal sanctions against everyone

deliberately distributing, transmitting and making accessible information containing defamation, and article

40 paragraph (2b) government authority and the electronic system operator shall revoke access to

information and / or electronic documents containing elements of violating the law. The three articles

contain defamation. As a result, the press which has the authority to broadcast information related to
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defamation with reference to article 5 paragraph (3) and articles 2 and 9 of the journalistic code of ethics

will be very vulnerable to being exposed to the ITE Law. However, the press must also have non-

discriminatory limits in conveying personal information so that the information is not conveyed

sensationally and only hopes for profit. Therefore, the authors provide suggestions to clarify the position of

the Press Law as a lex specialist and strengthen the authority of the Press Council to revoke information that

violates the right to privacy which is sensational in nature and only seeks profit


